BAB IV
PENUTUP

1.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak,
sebagai penyelenggara perlindungan anak. Hak seorang anak benar-benar dilindungi
mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi
dari Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perihal Perubahaan Atas Undang-undang
nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Aborsi atau abortus merupakan pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi
sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi menurut hukum adalah
penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktunya melahirkan. Alasan
untuk melakukan tindakan aborsi Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang
digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal
yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai
melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana: Alasan kesehatan; Alasan sosial;
Alasan ekonomi dan Alasan keadaan darurat (memaksa).

Bisa dikatakan Aborsi dalam Hukum Islam itu diharamkan apabila dilakukan
setelah Ruh ditiupkan, yaitu setelah janin sudah berumur 4 (empat) bulan dan ulama
sudah bersepakat terhadap hal tersebut, Namun memang ada 3 pendapat ulama
mengenai sebelum ruh ditiupkan atau sebelum usia janin 40 (empat puluh) hari bahwa
hukum Aborsi itu (Makruh dan haram). Aborsi dalam hukum positif Indonesia menurut
KUHP itu sendiri secara tegas menyebutkan aborsi merupakan pelanggaran hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 346 KUHP dan tidak ada terkecuali nya, sedangkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dibenarkan atau
dilarang. kecuali, Aborsi sebagaimana dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: Sebelum
kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali

dalam hal kedaruratan medis.



1.2. Saran

Perlu adanya pengaturan tentang tindak pidana yang dapat memberikan
kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini dokter maupun pasien dan juga
sanksi bagi pihak yang melakukan aborsi baik itu dokter agar dipertegas lagi penerapan
sanksinya. Jangan hanya berupa peringatan saja atupun teguran, karena hal tersebut
tidaklah membuat efek jera bagi si pelaku aborsi illegal begitu pula Pemerintah perlu
mensosialisasikan dan memberikan masukan kepada masyarakat terutama bagi kaum
wanita akan bahaya melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan
produksi bahkan sampai kematian.

Penting perspektif perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada
umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan. Dengan demikian anak dalam
kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dan juga bahwa
dalam sebuah ikatan perkawinan jika ingin melakukan tindakan aborsi terdapat alasan-
alasan dan juga terdapat persoalan lainnya yang mengharuskan tindakan aborsi tersebut
seperti kedaruratan medis jika terdapat persoalan seperti itu maka diharuskan
melakukan tindakan aborsi, tetapi sebaiknya tindakan aborsi tersebut sebaiknya

dihindarkan dengan upaya pencegahan tindakan aborsi terlebih dahulu.
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